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ABSTRAK
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik 
bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa, menunjukan kesadarannya 
terhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa 
terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsur-
unsur KKN. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk Pemerintah 
Desa di Desa Raanan Baru Satu, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan 
haruslah mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai 
lembaga perwakilan dalam pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas 
dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yang akan mendeskripsikan peran BPD Demokratisasti Pemerintahan Desa. 
Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa BPD Desa Raanan Baru Satu telah 
melaksanakan fungsinya dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, sekalipun masih 
ada beberapa hal yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan peran berdasarkan 
tugas dan fungsinya itu. Kehadiran BPD di Desa Raanan Baru Satu telah memberikan 
ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan 
menyampaikan tuntutan hak politiknya. BPD di Desa Raanan Baru Satu merupakan wahana 
dalam menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus 
berperan dalam membuat kebijakan bersama.
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PENDAHULUAN
Desa merupakan lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan 
masyarakat. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahya kedudukan dan keberadaan 
Desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal Desalah yang menjadi pertautan terakhir 
pemerintahan dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah 
digariskan dalam UUD 1945. Dari Desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan 
pemerintahan di Indonesia.
Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan 
ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian 
dari Pemerintah Daerah.Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan 
Pemerintah, khususnya pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan 
pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 
masyarakat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah lembaga pertama yang berperan 
sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat di tingkat Desa melainkan merupakan 
perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya seperti yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa disebutkan adanya 
Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pembentukan LMD dilakukan sebagai perwujudan 
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2demokrasi pancasila di tingkat Desa dan juga sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat Desa. 
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang sebagai bagian dari proses besar 
demokratisasi. Suatu otonomi bukanlah final, melainkan langkah awal dengan demikian isi 
dan realisasi dari otonomi menjadi sangat penting.
Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang nomor 6 
tahun 2014 tentang desa, telah membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke 
masa depan. Hal ini sangatlah wajar karena kebijakan sebelumnya yang notabene melahirkan 
sebuah kenyataan politis yakni adanya sentralisasi hampir segala bidang telah membawa 
dampak yang begitu besar dengan multi krisis sebagai akhir episode sebuah rezim. Kenyataan 
masa lalu memberitahukan kepada kita bahwa: “Satu hal, namun berimplikasi pada sebuah 
multiplier effect yakni adanya kooptasi penguasa yang begitu membelenggu baik dari tingkat 
Desa, sampai kepada individu-individu rakyat dalam masyarakat”. Karena itu, Pasal 18 
Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas 
daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
Undang-Undang. 
Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu melalui otonomi luas, 
daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jiwa Otonomi Daerah sebenarnya adalah untuk membangun kemandirian daerah itu 
sendiri sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Kinerja demokrasi dapat 
diukur melalui sejauh mana produk kebijakan yang ada dapat menumbuhkan prakarsa 
masyarakat dan bukan sebuah ketergantungan. Perlu disadari bahwa dalam kebijakan 
Otonomi Daerah, termuat pula segi mendasar yakni Otonomi Daerah yang bisa dikatakan 
sebagai sari pati dari Otonomi Daerah.
Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti 
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar 
yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki 
kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, 
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan 
rakyat.
Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Desa yang dulunya 
Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama 
Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan 
dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra dalam memberdayakan 
masyarakat Desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh 
rakyat. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, 
sehingga Kepala Desa tidak mempunyai peran penting bahkan Kepala Desa diawasi oleh 
BPD. Sedangkan LMD seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang 
mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari Perangkat Desa tokoh masyarakat 
dan ketuanya adalah Kepala Desa sehingga tampak Kepala Desa mempunyai peranan penting 
di Desa.
3Desa Raanan Baru Satu adalah salah satu Desa di Kecamatan Motoling Barat, 
Kabupaten Minahasa Selatan yang telah terbentuk BPD. Kantor BPD berada di kantor Desa. 
Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah 
penduduk di Desa tersebut. Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling 
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas 
wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik 
bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa, menunjukan kesadarannya 
terhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa 
terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsur-
unsur KKN. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk Pemerintah Desa 
di Desa Raanan Baru Satu, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan 
haruslah mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai 
lembaga perwakilan dalam pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugas 
dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.
Perumusan Masalah
Bagaimanakah peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam demokratisasi Pemerintahan 
Desa di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat.
.
KERANGKA TEORI
Konsep Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang 
menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan 
dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu 
Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. 
Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa  mempunyai fungsi: a. 
membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan 
kinerja Kepala Desa.Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi 
masyarakat bersama Kepala Desa.Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja 
pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Sebagai lembaga legislasi, 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap 
kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa.Lembaga ini juga dapat membuat 
rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi 
peraturan desa. Disini terjadi mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa yang lebih demokratis. Sebagai lembaga pengawasan, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap 
implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta 
pelaksanaan keputusan Kepala Desa.Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan 
desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pembangunan.
4Konsep Pemerintahan Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.Menurut kamus 
Wikipedia Bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, 
yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Defenisi dari 
Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur 
suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar 
masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik begitupun dengan keberadaan Pemerintahan 
Desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum 
Indonesia merdeka.
Konsep Pemerintah juga banyak dikemukakan oleh ahli-ahli dalam pemerintahan 
salah satunya adalah Kuper (dalam Labolo,2010:14-15) mengemukakan 4 (empat) pengertian 
Pemerintah yaitu:
1. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan dimana kekuasaan dioperasikan 
oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.
2. Pemerintah menunjuk pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut 
berlangsung.
3. Pemerintah menunjuk secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan 
Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
4. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan.
Sementara itu dalam sistem Pemerintah Indonesia juga dikenal pemerintahan Desa 
dimana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di 
Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak 
pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu tinjauan tentang Desa juga banyak ditemukan dalam Undang-Undang 
maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan 
penjelasan mengenai pengertian Desa yang dikemukakan bahwa:
Pasal 1 angka 5 disebutkan:
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,  kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”.         
Pasal 1 angka 6 disebutkan:
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Pasal 1 angka 7 disebutkan:
“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan Desa”
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab 
kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 
dengan tembusan Camat. Dalam Perda Kabupaten Minahasa SelatanNo.5  tahun 2004 tentang 
pemerintahan Desa diatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.
1. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
c. Membina Perekonomian Desa.
5d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa, yang dibantu oleh  Lembaga 
Adat.
f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 
hukumnya;
g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai 
Peraturan Desa.
2. Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini termasuk 
juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk Kepentingan Nasional dan melaporkan 
pada Pemerintah Pusat dan Propinsi melalui Bupati.
3. Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana yang dimaksud dlam ayat (1) huruf e 
pasal ini, Kepala Desa yang dibantu oleh Lembaga Adat Desa setempat.
4. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-
pihak yang berselisih.
5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
wajib bersifat dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Konsep Demokrasi
Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua buah tinjauan, yaitu tinjauan 
bahasa (etimologis) dan tinjauan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri 
dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau 
penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. 
Jadi secara bahasa demos-cratein atau demoscratos (demokrasi) adalah keadaan negara di 
mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi 
berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan 
oleh rakyat.  
Sedangkan secara istilah, arti demokrasi diungkapkan oleh beberapa ahli yaitu :  
a. Joseph A. Schmeter mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan 
institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh 
kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat;  
b. Sidnet Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana 
keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung 
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;  
c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu 
sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan 
mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui 
kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih;  
d. Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik 
merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar 
mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam 
suasana terjaminnya kebebasan politik.  
Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara 
normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah 
demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi 
empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis. 
Demokrasi empirik dianggap diterima oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan 
norma-norma yang ada dalam masyarakat selama ini.
6Konsep Kelembagaan 
Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan 
politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian 
berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa 
kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan.
Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, 
tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan 
pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk kepentingan 
bersama atau umum (public). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku 
manusia (behaviour). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, 
aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya juga menyebutkan bahwa 
pada umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar 
dan berlangsung terus menerus atau berulang.
Dalam konteks ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi 
lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau 
organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku 
mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian 
mengapa orang berprilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan 
yang ada.
Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan” dan “aspek 
keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti 
kajiannya adalah tentang nilai (value), norma (norm), custom, mores, folkways, usage, 
kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Bentuk 
perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses perubahannya 
membutuhkan waktu yang lama. Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur 
atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role).
Lebih jauh aspek struktural mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar peran, 
integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur faktual, 
struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak 
dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam 
aspek keorganisasian bersifat struktural dan berlangsung relatif cepat (Subagio, 2005). Israel 
(1992) mengungkapkan bahwa konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada 
tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, institusi-institusi, departemen-
departemen di pemerintah pusat dan sebagainya.
Sebuah lembaga dapat merupakan milik negara atau sektor swasta dan juga bisa 
mengacu pada fungsi-fungsi administrasi pemerintah. Sedangkan menurut Uphoff dalam 
Shahyuti (2003), istilah kelembagaan dan organisasi sering membingungkan dan bersifat 
interchangeably. Secara keilmuan, ‘social institution’ dan ‘social organization’ berada dalam 
level yang sama, untuk menyebut apa yang kita kenal dengan kelompok sosial, grup, sosial 
form, dan 8 lain-lain yang relatif sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah 
“kelembagaan” lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. 
Ada beberapa alasan kenapa orang-orang lebih memilih istilah tersebut. Kelembagaan lebih 
dipilih karena kata “organisasi” menunjuk kepada suatu sosial form yang bersifat formal, dan 
akhir-akhir ini semakin cenderung mendapat image negatif.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipergunakan adalam metode kualitatif yaitu yang dapat 
diartikan menurut Maykut dan Morehouse sebagai pemecahan masalah yang diselidiki 
dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, 
7masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang Nampak atau 
sebagai mana adanya. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa 
Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Fokus dalam 
penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 
Dempkratisasi Pemerintahan Desa Raanan Baru Satu.
Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah:.Hukum Tua Raanan Baru Satu, 
Sekertaris Desa,Pengurus dan anggota BPD, Kepala-kepala jaga, Anggota Masyarakat, dan 
Tokoh-tokoh Masyarakat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga 
yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan 
pelaksanaan pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang 
memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.
Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam 
konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi 
politiknya. Sebagai lembaga independen/lembaga social dalam tats pemerintahan desa BPD 
sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam 
menggerakan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan 
mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi 
kelangsungan mass depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaaan diantara 
mereka.
Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat desa mulai menyadari betapa 
pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah Desa. Adat istiadat mulai rujuk yang 
dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapati bahwa dengan 
kehadiran dan peran aktif dari BPD di dalam Desa Raanan Baru Satu, masyarakat merasa 
demokrasi dalam pemerintahan bisa terjaga itu dibuktikan dengan tindakan-tindakan dari 
seluruh anggota BPD yang berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan Desa 
Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat, salah satu contoh BPD berperan aktif dalam 
mengawasi setiap dana yang disalurkan di desa. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak 
Marten Singal salah satu perangkat desa  Raanan Baru Satu: Badan Permusyawaratan Desa 
yang ada di Raanan Baru Satu sekarang ini sudah mampu melakukan tugas dan fungsinya 
dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan Desa. Saya menyaksikan dan mengalaminya 
secara langsung dimana saya didatangi oleh anggota BPD untuk mengklarifikasai 
dana/tunjangan hari raya bagi seluruh aparat desa.
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
Badan Permusyawaratan Desa Raanan Baru Satu telah melaksanakan fungsinya untuk tetap 
menjaga pemerintahan yang demokratis.
1. Peran BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat
Dari hasil penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 
pelaksanaan pembangunan di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat, dari 
beberapa informan yang diwawancari sebagian besar mengatakan BPD sangat berperan 
terbukti dengan seringnya BPD menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk selalu 
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perangkat Desa lainnya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ridel Kaligis, seorang 
masyarakat desa Raanan Baru Satu beliau mengatakan :Dalam menjalankan fungsi sebagai 
lembaga yang diharapkan dapat menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi, 
pemerintah desa dan BPD sangat berperan aktif seperti dalam menghimbau masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam rapat jajak pendapat nersama dengan perangkat Desa.
Pernyataan lainnya dikatakan oleh Eden Akusa (salah satu pemuuda Raanan Baru Satu) 
mengatakan : saya sangat senang dengan adanya BPD sebagai tempat menyalurkan aspirasi 
dalam setiap rapat bersama menjaring aspirasi kami selalu dilibatkan tanpa memandang 
usia status dan kedudukan kami. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa peranan 
BPD dalam menjaga demokrasi di Desa Raanan Baru dalam hal menyerap, menampung dan 
menyalurkan aspirasi
2. Peran BPD dalam mengayomi adat istiadat
Jika dilihat, diamati tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat 
istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian 
ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi desa, bahkan pengaruh pada proses 
pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa.
Adat istiadat yang menjadi kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa khususnya di Desa
Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat antara lain panggilan adat tentang budaya 
mapalus. Budaya mapalus dari hasil pengamatan penulis sudah mulai diangkat kembali 
menjadi modal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan 
pembangunan desa. Panggilan adat istiadat seperti budaya mapalus mulai terasa bagi 
masyarakat desa terutama dalam membangkitkan semangat gotong royong dan unsur
kebersamaan. Dengan dikembangkannya budaya mapalus berbagai program pembangunan 
perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah dan berbagai prasarana lainnya kini mulai 
dikerjakan dalam bentuk kebersamaan walaupun sebenarnya unsur kebersamaam seperti ini 
mulai hilang namun masyarakat desa mulai merasakan manfaatnya.
3. Peran BPD dalam menyusun, merumuskan dan menetapkan peraturan desa
Perekonomian dalam satu desa akan meningkat apabilah didukung dengan sarana dan 
prasarana yang baik, begitupun halnya di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat
karena pada umumnya masyarakat Desa Raanan Baru Satu bergantung pada hasil pertanian 
maka harus ada tindakan dari pemerintah untuk menjamin perekonomian warga khususnya 
dalam hal pertanian. Selanjutnya masyarakat mengharapkan adanya peraturan Desa yang 
nantinya menjadi pegangan/pedoman untuk menindak lanjuti harapan dari masyarakat.
Melalui pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa diupayakan berbagai 
kesepakatan yang diambil antara lain :
1. Masalah saluran irigasi pemerintah dan masyarakat harus melakukan kerja bakti setiap 
bulan untuk memastikan saluran irigasi berjalan dengan baik
2. Masalah RASKIN dan penyalurannya, pemerintah diharuskan terbuka dan selalu 
mengsosialisasikan kapan bantuan RASKIN disalurkan
3. Meningkatkan perekonomian warga, permerintah desa bersama dengan masyarakat 
diharuskan mengambil bagian dalam setiap kerja bakti perbaikan jalan perkebunan setiap 
bulan sekali.
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baik. Dalam menyusun dan membuat peraturan desa, maka selama di lokasi penelitian 
tentang peraturan desa, peran Badan Permusyawaratan Desa sangat besar dalam menyangkut 
penggalangan aspirasi karena dengan hadirrnya Badan Permusyawaratan Desa, maka aspirasi 
masyarakat sudah mulai dimunculkan buktinya masyarakat desa sudah memiliki keberanian 
dalam melakukan pengawasan serta meminta lembaga pertanggungjawaban dari 
kepemimpinan Kepala Desa selama masa tugasnya.
Dari hasil penelitian mengenai peran BPD dalam hal menyusun, merumuskan dan 
menetapkan peraturan desa, menurut tokoh masyarakat Bapak Ferry Runtunuwu  
mengatakan“peran BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan 
desa cukup baik dan terbuka, mereka mengundang masyarakat untuk meminta pendapat 
sebelum membuat perdes, dengan demikian dapat menjaring kemauan masyarakat”. Hal 
tersebut juga dibenarkan oleh masyarakat Desa Raanan Baru Satu dengan menjawab sesuai 
dengan jawaban bapak Ferry diatas. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa BPD 
di Desa Raanan Baru Satu cukup baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 
membuat peraturan desa.
B. Analisis Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Fungsi BPD dalam menjaga 
Demokratisasi Pemerintahan Desa
a. Tingkat Pendidikan dan Sumber Daya Badan Permusyawaratan Desa
Untuk pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam peningkatan 
demokrasi desa diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta 
mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di 
koordinasikan dengan pemerintah desa.
Namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan pengurus BPD desa 
Raanan Baru Satu masih rendah, berdasarkan hasil penelitian tingkat pendidikan anggota 
Badan Permusyawaratan Desa Raanan Baru Satu belum begitu memadai, dalam hal 
stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya derajat keilmuan yang dimiliki 
seseorang maka akan semakin tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam 
suatu lingkup masyarakat, dan kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pengurus Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Raanan Baru Satu masih standar sehingga hal inilah yang 
menjadi faktor penghambat di dalam merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan 
diluar aspirasi dari masyarakat. Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, BPD 
masih berpatokan pada aspirasi masyarakat desa.
b. Kerjasama dengan Kepala Desa
Faktor ini sangat besar pengaruhnya sebagai penghambat efektifitas peran dan fungsi 
BPD dimana Kepala desa tidak memberi ruang gerak kepada BPD sesuai kewenangannya, 
Kepala Desa berpendapat bahwa kehadiran BPD justru menjadi penghambat dalam 
pelaksanaan pemerintahan di Desa.
Badan permusyawaratan Desa (BPD), fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala 
Desa, menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan Desa, 
dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa, maka  antara anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus terjadi sinergitas keduanya.
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Kehadiran Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintah Desa dengan sebagai 
fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem chek and balances dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Desa.
Namun penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan sejajar antara BPD dan Kepala 
Desa dalam penyelenggaan pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, ternyata dalam pelaksanaanya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang 
kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan 
terjadinya dominasi Kepala Desa atas BPD, berdasarkan pengamatan penulis bahwa 
walaupun terjadi hubungan kekerabatan antara pengurus BPD dengan Bapak Kepala Desa, 
namun tidak seluruh pandangan atau kehendak BPD yang menjadi pedoman untuk berkarya, 
banyak hal yang mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara BPD 
dengan Kepala Desa,  salah satu unsur ketidak harmonisan ini terjadi karena adanya sifat 
dominan dari hukum tua  dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan 
belanja Desa (APBD) yang menjadi  dasar (BPD) dalam melaksanakan fungsi kontrolnya 
terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan peraturan Desa dan pelaksanaan pertanggung 
jawaban Kepala Desa.
Dalam melaksanakan roda pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam kepemimpinannya 
memiliki sikap arogansi terhadap segala apa yang menjadi kebijakannya hal ini dapat dilihat 
dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa Raanan Baru Satu, 
Berdasarkan pengamatan penulis bahwa sikap arogansi terhadap kepemimpinan yang dimiliki 
Kepala Desa Raanan Baru Satu sebagai sikap kepemimpinan yang tegas mendapat penilaian 
negatif dimata masyarakatnya sehingga yang muncul adalah rasa takut, bukan rasa segan dan 
menghormati sehingga masyarakat tidak loyal terhadap apa yang dikehendaki oleh Kepala 
Desa. Di dalam Pemerintahan Desa juga sering terjadi tarik menarik kepentingan, hal ini 
dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana Kepala Desa  sebagai pemerintah Desa dan 
Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa saling 
mengutarakan kepentingan mereka masing-masing yang di dasarkan pada hak dan 
kewenangan yang mereka miliki yang terkadang dicampur adukkan dengan kondisi politik 
dalam rangka pencitraan kepada masyarakat sebagai salah satu proses Demokrasi.
Permasalahan tarik menarik kepentingan sebagai salah satu faktor penghambat dalam 
mengukur tingkat efektifitas  fungsi BPD, hal ini didasari atas informasi yang diberikan 
Kepala Desa :
“Dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Kondisi tarik menarik 
kepentingan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi hal 
yang lumrah. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan untuk memberikan suatu yang 
terbaik bagi penyelenggaraan pemerintah Desa“.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang 
setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat Desa setempat, tetapi 
kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. 
Sementara Kepala Desa  tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat Desa, 
Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan 
hasil  wawancara dan pengamatan langsung dilapangan maka dapat dipahami bahwa tarik 
menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 
terjadi di Desa Raanan Baru Satu adalah wujud ketidak matangan para penyelenggara 
pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi, malah menjadikanya sebagai jalan 
untuk mempertegang jalannya pemerintahan dengan harapan menjadikan masyarakat jenuh 
terhadap kepemimpinan yang ada, mereka tidak mampu menciptakan sportifitas politik, 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak ada yang efektif baik Kepala Desa dan 
BPD.
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Berdasarkan  hasil analisa dari apa yang dikemukakan tentang kedudukan dan fungsi Kepala 
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya setara, bahkan mereka harus 
saling sinergi antara satu dengan yang lainnya.
Permasalahan yang ada adalah persoalan tarik menarik kepentingan antara Kepala 
Desa Dan BPD, maka penulis berpendapat bahwa hal itu adalah sebagai pembelajaran politik 
bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dengan saling menghormati dan menghargai serta 
mengesampingkan arogansi masing-masing dapat berpengaruh positif tehadap kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala Desa  
dimana kepentingan masyarakat Desa harus di utamakan. Supaya berpengaruh positif 
terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
dan Kepala Desa yang selalu berpihak pada kepentingan Masyarakat Desa.
c. Anggaran Penyelenggaraan Fungsi BPD
Permasalahan pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalan setiap 
kegiatan.Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah 
lembaga dalam mendukung operasionalnya. Permasalahan pendanaan dirasakan oleh BPD 
Desa Raanan Baru Satu karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan 
kurang mencukupi.Hal ini dirasakan ketika BPD dituntut secara optimal menjalankan fungsi 
dan perannya.
Minimnya dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa Raanan Baru Satu 
mengakibatkan pembangunan di Desa Raanan Baru Satu tidak dapat tercapai sebagaimana 
yang diharapkan oleh masyarakat. Rendahnya jumlah insentif yang diberikan kepada para 
anggota BPD di desa Raanan Baru Satu mengakibatkan kerja mereka menjadi lamban karena 
mereka merasa tidak memiliki wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah desa terhadap 
keberadaannya sehingga lebih memilih melakukan kegiatan pribadi seperti bertani, bekebun, 
berdagang, dan lain sebagainya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari pada melakukan 
tugas dan fungsinya sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Desa.
Indikator pendapatan adalah merupakan salah satu tolak ukur menilai pelaksanaan 
fungsi BPD, karena hal ini merupakan roda kegiatan dalam mewujudkan program yang telah 
direncanakan.   Perencanaan kegiatan yang telah dibuat memerlukan anggaran olehnya itu 
kendala yang sering ditemukan dengan terlaksananya program adalah masalah dana.
PENUTUP
A.  Kesimpulan
1. Berdasar pada pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Fungsi pengawasan dari BPD atas pemerintahan sudah berjalan, dengan selalu 
memantau kinerja pemerintah desa sekalipun dalam prakteknya belum maksimal.
b. Penjaringan aspirasi masyarakat berjalan baik dengan mengerahkan semua anggota 
BPD untuk menampung aspirasi masyarakat.
c. Dalam hal mengayomi masyarakat, BPD berhasil membangunkan kembali semangat 
gotong-royong dari warga.
d. Penerapan fungsi legislasi dari BPD berjalan baik
2. Kendala dalam peningkatan demokrasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut:
a. Kerjasama dengan Kepala Desa, menggunakan pola yang dominan dimana Kepala 
Desa memiliki sikap egois yang berlebihan.
b. Sumber Dana, permasalahan pendanaan dirasakan oleh BPD Desa Raanan Baru Satu 
karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang 
mencukupi.
c. Tingkat pendidikan dan sumber daya dari anggota BPD.
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B. Saran 
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, maka peneliti menuliskan saran dalam 
penelitian sebagai berikut :
1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus berani dan tegas dalam menjalankan 
perannya berdasarkan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Desa 
Raanan Baru Satu, tentunya berdasarkan atas aturan-aturan yang berlaku sehinggga 
tujuan untuk menjaga pemerintahan yang demokratis bisa terwujud.
2. BPD harus melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di 
masyarakat. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu 
melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa agar lembaga yang terdapat di Desa 
dapat saling bekerja sama dan bergotong-royong dalam meningkatkan kinerja, begitupun 
dengan Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama  dengan BPD sebagai 
mitra kerja masyarakat desa. Semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa 
diharapkan mampu memahami dan menyadari fungsi, peran dan wewenangnya masing-
masing agar kedepannya tidak lagi ada kesalah pahaman tentang kedudukan antara BPD 
dengan pemerintah Desa.
Dalam pemilihan anggota BPD kedepan nanti, masyarakat Desa Raanan Baru Satu 
harus bisa memilih orang-orang yang memiliki kompetensi dan standar/tingkatan 
pendidikan yang memadai, karena nantinya hal tersebut akan berpengaruh pada 
pelaksanaan tugas dan fungsi BPD kedepan dan dampaknya akan dirasakan langsung 
oleh masyarakat khususnya di Desa Raanan Baru Satu. 
Pemerintah Daerah Minahasa Selatan seharusnya lebih memperhatikan keberadaan 
BPD itu sendiri dalam hal ini pemberian gaji yang layak sesuai dengan kinerja anggota 
BPD yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam menciptakan 
pemerintahan yang demokratis.
Pemerintahan yang Demokratis akan benar terwujud jika semua pihak menyadari 
akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam Pemerintahan Desa di Raanan 
Baru Satu.
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